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This paper on the implementation of the policy delegation of authority to the sub-district mayor 
in the city of Makassar. The method used is a qualitative approach with descriptive type. The 
results showed that the policy of delegation of authority to the sub-district mayor in Makassar is 
still considered less than optimal. It is assessed on the details of the authority is currently only 
limited camat administrasi authority of the Mayor of Makassar, that too at minimal coverage. 
In addition, the authority is still concentrated in the services sector agency area. Then, from the 
aspect of availability of human resources support, facilities / infrastructure and the budget pro-
vided by the government of Makassar is still minimal. 
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Abstrak 
Tulisan ini mengenai implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Walikota kepada 
Camat di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 
dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendelegasian 
kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar dinilai masih kurang optimal. Hal ini 
dinilai dari rincian kewenangan yang dimiliki camat saat ini hanya sebatas kewenangan admin-
istrasi dari Walikota Makassar, itu pun dengan cakupan yang minimalis. Disamping itu, 
kewenangan juga masih terkonsentrasi pada instansi sektoral yakni dinas daerah. Kemudian 
dari aspek ketersediaan dukungan sumber daya manusia, sarana/prasarana dan anggaran 
yang diberikan oleh pemerintah kota Makassar juga masih minim. 




Sejak berlakunya otonomi daerah, kabu-
paten/kota memiliki kewenangan yang besar, 
kemudian disertai dengan transfer kepega-
waian, pendanaan dan aset yang besar pula. 
Di tengah semangat membangun otonomi 
daerah, ada hal ironis bahwa  kewenangan 
dan sumber daya besar yang dimiliki kabu-
paten/kota kurang berdampak pada pember-
dayaan kecamatan. Padahal kecamatan inilah 
yang semestinya diposisikan sebagai “ujung 
tombak” pelayanan kepada masyarakat.  
Otonomi boleh saja menjadi domain 
pemerintah kabupaten/kota, namun front 
line dari sebagian fungsi pelayanan mestinya 
diserahkan kepada kecamatan, disamping ke-
pada dinas daerah/lembaga teknis daerah. 
Dengan demikian, pemerintah kabupaten/ko-
ta perlu lebih mengedepankan fungsi-fungsi 
steering seperti koordinasi, pembinaan, fasili-
tasi, dan pengendalian, daripada fungsi row-
ing atau penyelenggaraan langsung suatu u-
rusan. Dari perspektif pemerintahan dan pe-
layanan publik, pendelegasian kewenangan 
dari bupati/walikota kepada camat bukan ha-
Analisis Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Walikota…  
(Isgunandar, Hasrat Arief Saleh, Nurlinah) 
16 
 
nya sebuah kebutuhan, namun lebih meru-
pakan suatu keharusan untuk menciptakan 
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pe-
merintahan, sekaligus meningkatkan kualitas 
pelayanan publik di daerah.  
Kebijakan otonomi daerah telah mendo-
rong terjadinya berbagai perubahan, baik 
secara struktural, fungsional, maupun kultur-
al dalam tatanan penyelenggaraan pemerin-
tahan daerah. Salah satu perubahan yang 
sangat mendasar adalah menyangkut kedu-
dukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. 
Kecamatan yang sebelumnya merupakan 
“perangkat wilayah” dalam rangka asas de-
konsentrasi, berubah statusnya menjadi 
“perangkat daerah” dalam rangka asas de-
sentralisasi. Perubahan tersebut telah meng-
geser posisi kecamatan dari “wilayah jab-
atan” menjadi “lingkungan kerja”.  
Meskipun terjadi perubahan status, keca-
matan tetap merupakan bagian dari struktur 
pemerintahan yang diberi kewenangan untuk 
menyelenggarakan pelayanan kepada masya-
rakat. Pelayanan kepada masyarakat meru-
pakan fungsi utama pemerintah. Demikian  
pentingnya fungsi pelayanan ini, sehingga 
menjadi tolak  ukur bagi terselenggaranya 
tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance) terutama di tingkat pemerinta-
han daerah.  
Tuntutan untuk memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat menemui kendala 
akibat tidak jelasnya pembagian kewenangan 
kepada kecamatan. Sebagian besar urusan 
pelayanan publik yang ditangani kecamatan 
hanyalah berupa rekomendasi untuk dilan-
jutkan ke pemerintah kota.  Hal ini jelas me-
ngakibatkan dilema bagi kecamatan, di satu 
sisi ingin memberikan pelayanan yang mu-
dah, murah dan cepat, namun di sisi lain ter-
hambat oleh sedikitnya kewenangan untuk 
menyelesaikan pelayanan kepada masyara-
kat.  Salah satu upaya untuk itu adalah pen-
delegasian kewenangan bupati/walikota 
kepada camat untuk menyelenggarakan se-
bagian urusan pemerintahan dan pem-
bangunan. 
Diharapkan dengan adanya pendelegasian 
kewenangan ini beberapa pelayanan publik 
seperti pemberian izin dan pelayanan non 
perizinan dapat diselesaikan secara langsung 
di kecamatan. Hal ini jelas akan memberikan 
semangat yang cukup kuat kepada peme-
rintah kecamatan untuk meningkatkan kiner-
janya terutama dalam pemberian pelayanan 
kepada masyarakat dan memudahkan warga 
masyarakat untuk memperoleh pelayanan 
yang murah, cepat dan berkualitas.  
Hal ini disebabkan oleh tujuan utama dari 
pendelegasian kewenangan kepada Camat 
adalah untuk mempercepat proses sekaligus 
meningkatkan mutu pelayanan kepada ma-
syarakat. Pada saat yang bersamaan, ke-
bijakan ini akan meringankan beban peme-
rintah daerah, sehingga penyelenggaraan pe-
merintahan umum diharapkan akan semakin 
efektif dan efisien.  
Pendelegasian kewenangan Bu-
pati/Walikota kepada Camat ini juga merupa-
kan amanat dari UU No. 32 Tahun 2004 bah-
wa kecamatan dipimpin oleh camat yang da-
lam pelaksanaan tugasnya memperoleh pe-
limpahan sebagian wewenang bupati/wali-
kota untuk menangani sebagian urusan oto-
nomi daerah. Amanat yang sama juga dike-
mukakan dalam PP No. 19 Tahun 2008 yang 
menjelaskan bahwa camat melaksanakan ke-
wenangan pemerintahan yang dilimpahkan 
oleh bupati/walikota untuk menangani seba-
gian urusan otonomi daerah. 
Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, 
maka pendelegasian kewenangan bupati-
/walikota kepada camat dinilai sangat bera-
lasan dilaksanakan, karena dengan adanya 
tanggung jawab yang luas dan besar diemban 
oleh bupati/walikota untuk menyelenggara-
kan pemerintahan, pembangunan dan pela-
yanan publik. Tidak mungkin bupati/walikota 
mampu melaksanakan berbagai urusannya di 
kecamatan sehingga memerlukan peran ca-
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mat untuk melaksanakan kebijakan dan pro-
gram-programnya.  
Menurut data dari Direktorat Pemerinta-
han Umum, Departemen Dalam Negeri, bah-
wa dari 483 kabupaten/kota di Indonesia (da-
ta Depdagri, Oktober 2005), baru 125 dian-
taranya yang telah melakukan pendelegasian 
kewenangan kepada camat. Untuk kota Ma-
kassar sendiri, kebijakan pendelegasian 
kewenangan kepada camat telah dituangkan 
dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 
77 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Seba-
gian Kewenangan Walikota  Makassar Kepada 
Camat Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ma-
kassar.   
Namun, berdasarkan laporan legitimid da-
lam operasaionalisasinya masih dijumpai per-
masalahan sehingga kesan tidak optimal ma-
sih terlihat dari kebijakan tersebut.  Dengan 
mengacu pada latar belakang penelitian ter-
sebut memberikan ketertarikan kepada penu-
lis untuk memilih judul penelitian “Analisis 
Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Wali-




Metode penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian 
deskriptif. Metode-metode yang digunakan 
dalam penyelesaian penelitian dituliskan di 
bagian ini. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Implementasi Kebijakan Pendelegasian 
Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota 
Makassar. 
Pergeseran Paradigma Tata Kelola Penye-
lenggaraan Pemerintahan Daerah, ekspektasi 
masyarakat terhadap peran signifikan keca-
matan dapat dikatakan masih tinggi. Masya-
rakat masih mengharapkan peran kecamatan 
seperti masa lalu, sebagaimana diatur dalam 
UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerinta-
han Daerah. Hal ini dapat ditinjau dari ke-
cenderungan masyarakat yang masih men-
jadikan kecamatan sebagai tempat penga-
duan berbagai permasalahan sosial, mulai 
dari masalah kependudukan, bencana alam, 
anak jalanan, penanganan sampah, hingga 
konflik sosial. 
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah pada sisi yang lain te-
lah membawa berbagai perubahan baru da-
lam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Salah satu perubahan tersebut menyangkut 
kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan 
kecamatan. Perubahan tersebut mengubah 
bentuk organisasi, pembiayaan, pengisian 
personel, pemenuhan kebutuhan logistik, 
serta akuntabilitasnya, baik secara langsung 
maupun tidak langsung.  
Perubahan tersebut diawali dengan peru-
bahan definisi mengenai kecamatan itu 
sendiri. Pada UU Nomor 5 Tahun 1974, 
kecamatan didefinisikan sebagai wilayah ad-
ministratif pemerintahan dalam rangka de-
konsentrasi. Definisi ini bermakna bahwa 
kecamatan adalah lingkungan kerja pe-
rangkat pemerintah pusat yang menyeleng-
garakan pelaksanaan tugas pemerintahan u-
mum di daerah (Maksum, 2007).   
UU Nomor 32 Tahun 2004 kecamatan 
didefinisikan sebagai wilayah kerja camat 
yang merupakan perangkat daerah kabupat-
en dan kota. Perubahan definisi ini menjadi-
kan kecamatan yang awalnya merupakan sa-
lah satu wilayah administrasi pemerintahan 
selain pemerintahan nasional, provinsi, kabu-
paten atau kotamadya, dan kota administratif 
menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah. 
Perubahan ini juga telah mengubah kecama-
tan yang awalnya merupakan wilayah ke-
kuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan. 
UU Nomor 5 Tahun 1974 pada masa ber-
lakunya, camat merupakan kepala wilayah. 
Pada pasal 76 dinyatakan bahwa setiap wila-
yah dipimpin oleh seorang kepala wilayah.  
Kemudian dalam pasal 77 dinyatakan bahwa 
kepala wilayah kecamatan disebut camat.  
Lebih lanjut, dalam pasal 80 disebutkan bah-
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wa kepala wilayah sebagai wakil pemerintah 
adalah penguasa tunggal di bidang peme-
rintahan dalam wilayahnya dalam arti mem-
impin pemerintahan mengoordinasikan pem-
bangunan dan membina kehidupan masyara-
kat di segala bidang.  
Wewenang, tugas, dan kewajiban camat 
selaku kepala wilayah kecamatan sama de-
ngan wewenang, tugas, dan kewajiban kepala 
wilayah lainnya, yakni gubernur, bupati, dan 
walikota. Kemudian dalam Pasal 81 secara 
lengkap dijelaskan bahwa wewenang, tugas 
dan kewajiban kepala wilayah adalah mem-
bina ketentraman dan ketertiban di wila-
yahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh pemerintah; melaksanakan 
segala usaha dan kegiatan di bidang pem-
binaan ideologi, negara dan politik dalam 
negeri serta pembinaan kesatuan bangsa 
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan 
oleh pemerintah; menyelenggarakan koordi-
nasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi 
vertikal dan antara instansi-instansi vertikal 
dengan dinas-dinas daerah, baik dalam 
perencanaan maupun dalam pelaksanaan un-
tuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang 
sebesar-besarnya; membimbing dan menga-
wasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
mengusahakan secara terus-menerus agar 
segala peraturan perundangundangan dan 
perturan daerah dijalankan oleh instansi-
instansi pemerintah dan pemerintah daerah 
serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk 
itu serta mengambil segala tindakan yang di-
anggap perlu untuk menjamin kelancaran 
penyelenggaraan pemerintah; melaksanakan 
segala tugas pemerintahan yang dengan atau 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
diberikan kepadanya; melaksanakan segala 
tugas pemerintah yang tidak termasuk dalam 
tugas sesuatu instansi lainnya.  
Hal ini memperlihatkan betapa kuatnya 
posisi dan kewenangan seorang camat di 
wilayah kecamatan. Camat adalah kepala wi-
layah, wakil pemerintah pusat, dan penguasa 
tunggal di wilayah kecamatan yang dapat 
mengambil segala tindakan yang dianggap 
perlu untuk menjamin kelancaran penyeleng-
garaan pemerintah. Meskipun camat adalah 
bawahan bupati/walikota, camat mempunyai 
kewenangan yang cukup besar di wilayahnya. 
Tidak heran pada masa UU Nomor 5 Tahun 
1974, camat dapat memutuskan segala sesu-
atu tanpa perlu mengkonsultasikannya de-
ngan bupati/walikota.  
Pada masa setelah berlakunya UU Nomor 
22 Tahun 1999 dan kemudian UU Nomor 32 
Tahun 2004, camat tidak lagi menjadi kepala 
wilayah, melainkan sebagai perangkat dae-
rah. Seperti telah disebutkan sebelumnya, 
dalam Pasal 120 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 
2004 menyebutkan bahwa perangkat daerah 
kabupaten/kota terdiri atas sekretariat dae-
rah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga 
teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.  
Jadi, secara hukum posisi camat sejajar 
dengan posisi para kepala dinas daerah. Ca-
mat merupakan perpanjangan tangan bu-
pati/walikota. 
Secara terinci, kewenangan camat dijelas-
kan dalam Pasal 126 ayat (2) yang menya-
takan bahwa camat yang dalam pelaksanaan 
tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian 
wewenang bupati atau walikota untuk me-
nangani sebagian urusan otonomi daerah.  
Jadi, berdasarkan ayat (2) ini seorang camat 
mendapat kewenangan yang dilimpahkan 
atau diberikan oleh bupati atau walikota, un-
tuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah. Pada ayat (3), disebutkan bahwa 
camat juga menyelenggarakan tugas umum 
pemerintah. 
Tugas umum pemerintah ini meliputi me-
ngkoordinasikan kegiatan pemberdayaan ma-
syarakat; mengkoordinasikan upaya penye-
lenggaraan ketentraman dan ketertiban u-
mum; mengkoordinasikan penerapan dan pe-
negakkan peraturan perundang-undangan; 
mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana 
dan fasilitas pelayanan umum; mengkoordi-
nasikan penyelenggaraan kegiatan peme-
rintah di tingkat kecamatan; membina penye-
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lenggaraan pemerintahan desa dan/atau ke-
lurahan.   
Perubahan posisi atau status camat dari 
kepala wilayah menjadi perangkat daerah 
dengan fungsi utama menangani sebagian 
urusan otonomi daerah yang dilimpahkan 
serta menyelenggarakan tugas umum pe-
merintah, ternyata membawa implikasi yang 
sangat mendasar bagi camat dan institusi 
kecamatan itu sendiri.  Kebijakan otonomi 
daerah telah mendorong terjadinya berbagai 
perubahan, baik secara struktural, fungsional, 
maupun kultural dalam tatanan penyeleng-
garaan pemerintahan daerah.  
Salah satu perubahan yang sangat men-
dasar adalah menyangkut kedudukan, tugas 
pokok dan fungsi pemerintahan kecamatan. 
Pemerintahan kecamatan yang sebelumnya 
merupakan perangkat wilayah dalam rangka 
asas dekonsentrasi, berubah statusnya men-
jadi perangkat daerah dalam rangka asas 
desentralisasi. Perubahan tersebut telah me-
nggeser posisi kecamatan dari wilayah jab-
atan menjadi lingkungan kerja. 
Meskipun terjadi perubahan status, keca-
matan tetap merupakan bagian dari struktur 
pemerintahan yang diberi kewenangan untuk 
menyelenggarakan pelayanan kepada ma-
syarakat. Pelayanan kepada masyarakat me-
rupakan fungsi utama pemerintah. Demikian 
pentingnya fungsi pelayanan ini, sehingga 
menjadi tolak ukur bagi terselenggaranya ta-
ta kelola pemerintahan yang baik (good gov-
ernance) terutama di tingkat pemerintahan 
daerah. 
Secara historis status dan kewenangan 
camat atau kecamatan memang mengalami 
pasang-surut. Seperti dicatat oleh Nordholt 
(1987), camat dulu disebut asisten wedana. 
Tugas pokoknya adalah membantu wedana 
terutama dalam hal pengumpulan atau pe-
mungutan pajak dari masyarakat, sehingga 
pada masa itu keberhasilan seorang asisten 
wedana (camat) sangat ditentukan oleh ke-
mampuannya dalam menarik pajak. Dalam 
perkembangannya, tugas camat diperluas se-
hingga mencakup tugas-tugas kepolisian, yak-
ni mengurus masalah ketertiban dan kea-
manan di wilayahnya, bahkan kemudian juga 
berurusan dengan para pejabat dari dinas-
dinas lain. pada tahun 1950-an, kecamatan 
juga pernah diperjuangkan untuk menjadi 
daerah otonom atau otonomi daerah tingkat 
II, oleh seorang tokoh yang bernama Soe-
tardjo (Nordholt, 1987).  
Pengembangan kualitas aparatur me-
nyangkut pengembangan dari segi penge-
tahuan teknis, teoritis, konseptual, moral, 
dan tanggung jawab sesuai dengan kebu-
tuhan pekerjaan baik dengan jalan pendidi-
kan maupun pelatihan, magang, dan training 
agar aparatur tersebut profesional dalam tu-
gasnya (Sultan, 2007).  Kemudian PP Nomor 
19 Tahun 2008 secara eksplisit telah menga-
tur tentang hal itu, bahwa sebagai perangkat 
daerah, kecamatan mendapatkan pelimpa-
han kewenangan dalam hal urusan pelayanan 
masyarakat. Selain itu, kecamatan juga akan 
mengemban penyelenggaraan tugas-tugas 
umum pemerintahan. Camat dalam men-
jalankan tugasnya dibantu oleh perangkat 
kecamatan dan bertanggung jawab kepada 
bupati atau walikota melalui sekretaris dae-
rah (sekda). 
Tujuan Kebijakan Pendelegasian Kewe-
nangan Walikota kepada Camat di Kota Ma-
kassar, Berbagai produk hukum (landasan 
yuridis) telah dibuat guna merumuskan ke-
bijakan pendelegasian kewenangan Bupa-
ti/Walikota kepada Camat diantaranya adalah 
UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 19 Tahun 
2008, Permendagri No. 4 Tahun 2010. Bahkan 
di kota Makassar sendiri sebagai lokus dalam 
penelitian ini telah diterbitkan Perwali No. 77 
Tahun 2006 yang mengatur tentang kebijakan 
pendelegasian kewenangan Walikota kepada 
Camat. Tujuan kebijakan pendelegasian ke-
wenangan Bupati/Walikota kepada Camat 
berdasarkan beberapa landasan yuridis (UU 
No. 32 Tahun 2004, PP No. 19 Tahun 2008, 
Permendagri No. 4 Tahun 2010 dan Perwali 
No. 77 Tahun 2006) adalah agar camat juga 
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menangani sebagian urusan otonomi daerah 
diantaranya perizinan, rekomendasi, koordi-
nasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, 
penetapan, penyelenggaraan dan kewena-
ngan lain yang dilimpahkan. 
Disamping itu, juga bertujuan meningkat-
kan kualitas pelayanan kepada masyarakat, 
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, 
mengoptimalkan peran kecamatan sebagai 
perangkat daerah terdepan dalam membe-
rikan pelayanan publik, meningkatkan efek-
tifitas dan efisiensi penyelenggaraan peme-
rintahan, serta mengembangkan potensi wi-
layah kecamatan lewat distribusi alokasi 
sumber daya manusia, sarana/prasarana dan 
anggaran. 
Masalah dalam Pengimplementasian Ke-
bijakan Pendelegasian Kewenangan Walikota 
kepada Camat di Kota Makassar meliputi Rin-
cian Kewenangan yang Didelegasikan, Keleng-
kapan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk 
Teknis, Ketersediaan Dukungan SDM, Sara-




Dari hasil analisis data dan fakta hasil 
penelitian telah mengantarkan kita pada kes-
impulan bahwa kebijakan pendelegasian ke-
wenangan Walikota kepada Camat di Kota 
Makassar dinilai masih kurang optimal. Hal ini 
dinilai dari rincian kewenangan yang dimiliki 
camat saat ini hanya sebatas kewenangan 
administrasi dari Walikota Makassar, itu pun 
dengan cakupan yang minimalis. Disamping 
itu, kewenangan juga masih terkonsentrasi 
pada instansi sektoral yakni dinas daerah. 
Kemudian dari aspek ketersediaan dukungan 
sumber daya manusia, sarana/prasarana dan 
anggaran yang diberikan oleh pemerintah 
kota Makassar juga masih minim. Hal ini 
menjadi masalah yang dihadapi oleh camat 
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